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Abstract : This study aims fo analyse the synergy of
authority between the Department of Transportation and
the Civil Service Police Unift in enforcing administrative
law against illegal parking in Batam City. This research
employs an empirical juridical approach with a socio~
legal method through the study of regulations, policy
documents, field observations, and interviews with
relevant stakeholders. The analysis was conducted
qualitatively by examining aspects of legal authority,
division of responsibilities, proportionality of actions, and
administrative accountability. The findings indicate that
illegal parking enforcement is supported by regional
regulations and coordination between the Department of
Transportation and the Civil Service Police Unit; however,
the synergy has not been fully infegrated into a consistent
management system. The main obstacles include limited
data infegration, inconsistent enforcement procedures,
insufficient continuous supervision, and the persistence of
informal parking practices. This study concludes that
strengthening administrative law enforcement against
illegal parking requires joint SOPs, an integrated data
system, regular coordination, and proportional,
accountable, and sustainable enforcement mechanisms.

Keywords : Administrative Law Enforcement; Illegal
FParking; Transparency Agency; Civil Service Police Unit;
Satpol PP; Batam

Abstrak : Penelitian ini bertujuan menganalisis sinergi
kewenangan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi
Pamong Praja dalam penegakan hukum administrasi
terhadap parkir liar di Kota Batam. Penelitian
menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan
metode socio-legal melalui studi peraturan, dokumen
kebijakan, observasi lapangan, dan wawancara dengan
pihak terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan
menelaah aspek legalitas kewenangan, pembagian tugas,
proporsionalitas tindakan, dan akuntabilitas
administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penanganan parkir liar telah memiliki dasar regulasi dan
didukung koordinasi antara Dinas Perhubungan dan
Satpol PP, namun sinergi tersebut belum sepenuhnya
terintegrasi dalam sistem penanganan yang konsisten.
Hambatan utama meliputi belum optimalnya integrasi
data, perbedaan prosedur penindakan, keterbatasan
pengawasan berkelanjutan, serta keberadaan praktik
informal dalam pengelolaan parkir. Penelitian
menyimpulkan bahwa penguatan penegakan hukum
administrasi terhadap parkir liar memerlukan SOP
bersama, sistem data terintegrasi, koordinasi rutin, serta
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mekanisme penindakan yang proporsional, akuntabel,
dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum; Parkir Liar, Dinas
Pehubungan; Satpol PP; Batam

PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap parkir liar tidak dipahami sebagai persoalan teknis lalu lintas.
Di dalamnya terdapat dimensi hukum administrasi daerah, karena berkaitan dengan kewenangan
pemerintah daerah, legalitas pungutan, ketertiban ruang publik, perlindungan pengguna jalan dan
akuntabilitas tindakan aparatur. Literatur tentang kebijakan parkir menegaskan regulasi parkir
ditujukan untuk mewujudkan layanan yang tertib, kepastian hukum dan menjaga transparansi
penerimaan daerah (Triputro et al.,, 2023). Pada saat yang sama, tata kelola parkir juga
berhubungan dengan pembiayaan layanan publik dan kualitas pengelolaan ruang kota, sechingea
pelanggaran tidak dipandang sebagai pelanggaran kecil melainkan gejala lemahnya tata kelola
perkotaan (Lubis & Rizal, 2025; Shoup et al., 2017).

Dalam konteks Kota Batam menjadi lokus yang relevan karena bukan sekadar kota besar,
melainkan kawasan pertumbuhan ekonomi dengan intensitas mobilitas dan aktivitas komersial
yang tinggi. Pada 2025 ekonomi Batam tumbuh 6,76% dan sejak Februari 2025 tata kelola semakin
khas karena Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam dilantik ex officio sebagai Kepala dan Wakil
Kepala BP Batam. Struktur ini menunjukkan pengelolaan kota berjalan dalam ruang administrasi
yang padat kepentingan pelayanan, investasi, mobilitas urban dan penataan ruang mesti diatur
secara ketat. Dalam situasi seperti ini, persoalan parkir liar lebih dari gangguan ketertiban; karena
mencerminkan daerah bekerja, membagi kewenangan dan menegakkan aturan secara sah serta
efektif.

Urgensi penelitian ini semakin terlihat jika ditarik ke fenomena kebijakan lokal. Pemerintah
Kota Batam telah memiliki Peraturan Wali Kota Batam Nomor 8 Tahun 2024 tentang tata cara
penyelengearaan pelayanan parkir di tepi jalan umum, yang kemudian diubah melalui Peraturan
Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2024. Namun, regulasi tersebut belum otomatis menutup
persoalan implementasi. Pada Mei 2025, pemerintah daerah masih melakukan survei potensi
parkir untuk memetakan kapasitas perparkiran Batam dalam jangka menengah, sementara DPRD
Kota Batam pada Juli 2025 mencatat realisasi retribusi parkir sebesar Rp11,2 miliar dari estimasi
potensi sekitar Rp70 miliar, lalu merekomendasikan audit menyeluruh yang rawan kebocoran.
Fakta ini menunjukkan masalah parkir liar tidak berhenti pada isu ketidaktaatan, tetapi menyentuh
persoalan efektivitas pengawasan, kebocoran penerimaan dan kualitas pengendalian administrasi.

Fenomena lapangan juga memperlihatkan penertiban masih harus dilakukan secara
berulang. Pada Juni 2025 Dishub Batam, Satpol PP dan unsur lain melakukan razia dan
pengawasan parkir umum; pada Juli 2025 kembali menegaskan penertiban parkir liar dilakukan
rutin di titik strategis. Sebelumnya, pada Oktober 2024 Satpol PP Batam juga menertibkan juru
parkir liar, mendata pelanggar dan menegaskan kemungkinan sidang tipiring bagi pelanggaran
berulang. Menariknya, di sisi lain Dishub Batam pada Februari 2026 justru mendorong formalisasi
layanan dengan identitas resmi juru parkir dan pembayaran QRIS di 100 titik. Kecenderungan ini
memperlihatkan dua hal yaitu transformasi tata kelola parkir yang modern dan tertib; serta
kebutuhan penertiban tetap tinggi karena ruang informal masih bertahan. Tegangan antara
modernisasi layanan dan persistensi pelanggaran inilah yang menjadikan Batam sangat layak
dijadikan studi kasus.

Secara teoritis, perlu dipahami melalui kerangka implementasi kebijakan, diskresi aparatur
lapangan dan prinsip proporsionalitas. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tingkat
ambiguitas dan konflik, sehingga kebijakan di atas kertas dapat menghasilkan praktik yang
beragam di lapangan ketika aktor, tujuan dan tekanan implementasinya tidak sepenuhnya selaras
(Matland, 1995). Dalam konteks aparatur, street-level bureaucracy selalu terkait dengan problem
akuntabilitas, karena keputusan yang diambil pejabat pelaksana tidak pernah murni mekanis,
tetapi lahir dari interaksi aturan, tekanan organisasi dan situasi konkret (Hupe & Hill, 2007).
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Hassan et al (2021) menunjukkan diskresi bekerja berbeda tergantung dukungan supervisi
yang tersedia, sedangkan ketika sistem makin terdigitalisasi, perilaku penegakan tetap bergantung
pada bagaimana birokrat memaknai kewenangan dan menjalankan enforcement style (de Boer &
Raaphorst, 2023). Dari sisi hukum, proporsionalitas sebagai inti budaya justifikasi, yakni
kewajiban pemerintah untuk membenarkan setiap tindakan secara rasional dan masuk akal
(Cohen-Eliya & Porat, 2021). Bagi kasus parkir liar, kerangka ini penting karena penertiban tidak
cukup dinilai dari hasil, tetapi dari kewenangan, dasar hukum, tindakan dan aspek proporsional
terhadap tujuan penataan kota. Sejumlah penelitian terdahulu memang sudah membahas isu
parkir, tetapi fokusnya belum menjawab kebutuhan analisis untuk kasus Batam. Kewenangan
pemerintah daerah dalam menetapkan tarif retribusi parkir dan menemukan masalah lemahnya
sosialisasi, inkonsistensi tarif dan pengawasan (Lubis & Rizal, 2025). Selain itu, kebijakan pungutan
liar di ruang publik sering menempatkan parkir dalam kerangka perlindungan hukum dan pola
bias dari transparansi pendapatan daerah (Triputro et al., 2023). Erfina et al (2025) menekankan
parkir liar berdampak pada tata ruang, lalu lintas, usaha lokal dan kualitas hidup, sehingga perlu
strategi penertiban yang memadukan penegakan, infrastruktur dan teknologi.

Di luar Indonesia Zoika et al (2021) menunjukkan parkir ilegal berkaitan dengan
ketidakseimbangan antara permintaan, ruang parkir dan geometri jalan. Meski berguna, studi
tersebut umumnya melihat parkir sebagai persoalan transportasi, penerimaan daerah dan strategi
pengendalian umum; serta belumkhusus menelaah sinergi kewenangan sebagai persoalan
penegakan hukum administrasi dalam konteks lokal Batam yang sedang menata sistem parkirnya.
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Sinergi Kewenangan Dinas Perhubungan dan
Satpol PP dalam Penegakan Hukum Administrasi terhadap Parkir Liar di Kota Batam menjadi
penting untuk menjelaskan bagaimana regulasi lokal, praktik penertiban dan pembagian
kewenangan antarlembaga bekerja dalam situasi nyata. Penelitian ini tidak hanya relevan secara
akademik, tetapi juga penting secara praktis karena dapat menjadi dasar perumusan model
penegakan, koordinasi, proporsional, akuntabel dan mampu menutup jarak antara norma hukum
dan praktik di lapangan.

Kesenjangan penelitian terletak pada kenyataan studi terdahulu masih cenderung
menempatkan parkir liar sebagai persoalan ketertiban lalu lintas, strategi pengendalian, atau
sumber kebocoran pendapatan daerah, sedangkan yang membedah sinergi kewenangan Dishub
dan Satpol PP dalam hukum administrasi masih terbatas. Belum banyak penelitian yang menguji
bagaimana pembagian kewenangan pengawasan, penertiban, penindakan dan tindak lanjut
administratif dijalankan secara terpadu dalam kasus parkir liar di Batam setelah terbitnya Perwako
Nomor 8 Tahun 2024 dan Perwako Nomor 78 Tahun 2024. Kekosongan ini signifikan karena
kasus Batam memperlihatkan adanya regulasi, penertiban yang berulang, modernisasi layanan
parkir dan munculnya ruang informal yang mengganggu ketertiban serta berpotensi menimbulkan
kebocoran penerimaan. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengkaji
parkir liar bukan semata sebagai problem transportasi, melainkan sebagai problem legalitas
tindakan administrasi, pembagian kewenangan, proporsionalitas penertiban dan akuntabilitas
antarlembaga dalam tata kelola perkotaan Batam.

Karenanya, rumusan masalah penelitian ini meliputi; bagaimana konstruksi kewenangan
Dinas Perhubungan dan Satpol PP dalam penegakan hukum administrasi terhadap parkir liar di
Kota Batam; bagaimana bentuk sinergi kewenangan kedua instansi tersebut dalam pengawasan,
penertiban, penindakan dan tindak lanjut administratif terhadap parkir liar; faktor-faktor apa yang
menjadi pendukung dan penghambat sinergi kewenangan Dishub dan Satpol PP dalam penegakan
hukum administrasi terhadap parkir liar di Kota Batam; serta bagaimana model penegakan hukum
administrasi yang lebih proporsional, akuntabel dan efektif untuk menangani parkir liar di Kota
Batam.

TINJAUAN PUSTAKA

Penegakan hukum administrasi merupakan instrumen untuk memastikan norma benar
bekerja dalam praktik. Dalam konteks pemerintah daerah, penegakan itu tidak hanya berkaitan
dengan kepatuhan warga, tetapi juga dengan kewenangan administratif dijalankan secara sah,

Sinergi Kewenangan Satpol PP dan Dinas Perhubungan dalam Penegakan Hukum... | 4924



Fauzi ef al. 10.55681/armada.v4i9.3669

terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, pembahasan parkir liar tidak dapat
dilepaskan dari kerangka legalitas kewenangan, pembagian urusan pemerintahan dan
akuntabilitas tindakan aparatur. Kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan dan
mengelola retribusi parkir mempunyai arti strategis, bukan hanya bagi pelayanan publik, tetapi
juga bagi tata kelola fiskal daerah; namun implementasinya sering terganggu oleh lemahnya
pengawasan, ketidakkonsistenan tarif dan kebocoran penerimaan. Temuan ini menegaskan
persoalan parkir selalu berada di persimpangan antara regulasi, pelayanan dan kontrol
administratif (Lubis & Rizal, 2025).

Literatur parkir juga memperlihatkan parkir liar bukan sekadar pelanggaran, melainkan
gejala tata kelola ruang kota yang lemah. Kebijakan parkir di ruang publik diarahkan untuk
mewujudkan layanan yang aman, tertib, memberikan perlindungan hukum dan menjamin
transparansi penerimaan daerah (Khairina et al., 2025; Lodan et al., 2023). Sementara itu,
pengelolaan curb parking di kawasan perkotaan selalu berhubungan dengan persoalan alokasi
ruang jalan, kualitas layanan dan penggunaan sanksi sebagai instrumen pengendalian (Manville
& Pinski, 2021). Kajian ini penting karena bukan semata sebagai isu teknis transportasi, tetapi
bagian dari governance of urban space. Artinya, parkir liar harus dibaca sebagai bentuk
ketidakteraturan dalam pengelolaan ruang publik yang menuntut intervensi hukum administrasi
secara konsisten. Pada level implementasi, keberhasilan penertiban parkir liar tidak pernah
ditentukan oleh satu instansi saja. Ia bergantung pada bagaimana sejumlah aktor administratif
berbagi peran, membangun koordinasi dan menyusun mekanisme tindak lanjut yang tidak saling
tumpang tindih. Strategi penertiban parkir liar oleh Dinas Perhubungan tidak cukup
mengandalkan operasi lapangan, tetapi memerlukan diagnosis masalah yang tepat, panduan
tindakan yang koheren kesinambungan kebijakan agar penertiban tidak bersifat sesaat (Cania et
al., 2022).

Sejalan dengan itu, parkir liar berdampak pada pemanfaatan lahan, kelancaran lalu lintas,
aktivitas dan kualitas pengelolaan kawasan perkotaan, sehingga penanganan perlu
mengombinasikan penegakan, dukungan kelembagaan dan pengelolaan berkelanjutan (Erfina et
al.,, 2025). Konsep ini memperkuat argumen masalah utama bukan hanya ada atau tidaknya
larangan, tetapi bagaimana kewenangan penertiban dikelola secara sinergis. Dalam studi tentang
gaya penegakan, petugas memiliki variasi pendekatan ada yang lebih fasilitatif, ada yang lebih
formalistik dan variasi itu memengaruhi pemahaman aturan serta derajat kerja sama dari pihak
yang diawasi (Hupe & Hill, 2007; May, 2003). Dari sini terlihat penertiban tidak pernah
sepenuhnya mekanis; selalu ada unsur penilaian, prioritas dan tindakan di lapangan. Karena itu,
hubungan Dishub dan Satpol PP perlu dibaca bukan hanya sebagai pembagian tugas formal, tetapi
sebagai relasi antaraparat pelaksana yang sama-sama beroperasi pada level implementasi.

de Boer et al (2018) and Klijn et al (2022) menambahkan gaya kepemimpinan turut
membentuk enforcement style para petugas lapangan, sehingga penegakan hukum sangat
dipengaruhi oleh kualitas supervisi dan struktur organisasi. Literatur ini relevan untuk penelitian
mengenai parkir liar di Batam, karena sinergi kewenangan tidak akan efektif bila hanya dibangun
pada tataran normatif, tanpa dukungan koordinasi operasional, komando yang jelas dan
mekanisme evaluasi bersama. Selain itu, prinsip proporsionalitas sebagai bagian dari culture of
justification, yakni kewajiban pemerintah untuk menjelaskan tindakan yang diambil memang
sesuai tujuan dan tidak berlebihan (Cohen-Eliya & Porat, 2021; Fathani et al., 2024). Berdasarkan
keseluruhan literatur tersebut, perlu bergerak melampaui pendekatan sebagai persoalan lalu lintas
atau retribusi yang erat kaitannya dengan penegakan hukum administrasi, kewenangan,
koordinasi, diskresi aparatur lapangan dan proporsionalitas tindakan. Di titik inilah penelitian
mengenai sinergi kewenangan Dinas Perhubungan dan Satpol PP dalam penegakan hukum
administrasi terhadap parkir liar di Kota Batam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan socio-legal, karena objek
tidak hanya menyangkut norma hukum yang mengatur parkir dan kewenangan aparatur daerah,
tetapi juga praktik penegakan hukum administrasi di lapangan. Pendekatan ini dipilih untuk
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menjelaskan bagaimana aturan mengenai penyelenggaraan parkir, ketertiban umum dan
kewenangan perangkat daerah diterapkan secara konkret dalam penanganan parkir liar di Kota
Batam. Dengan demikian, penelitian tidak berhenti pada pembacaan teks normatif, melainkan
menilai bagaimana norma tersebut bekerja melalui relasi kewenangan antara Dinas Perhubungan
dan Satuan Polisi Pamong Praja, termasuk bentuk koordinasi, pola penertibandan hambatan
implementatif yang muncul dalam praktik.

Lokasi penelitian adalah Kota Batam dengan pertimbangan memiliki intensitas mobilitas
tinggi, tekanan ruang publik yang kuat, serta karakter tata kelola yang kompleks sebagai kawasan
pertumbuhan ekonomi dan simpul aktivitas perdagangan dan jasa. Fokus penelitian diarahkan
pada penegakan hukum administrasi terhadap parkir liar, khususnya pembagian kewenangan,
bentuk sinergi antarlembaga dan kualitas tindakan administratif. Subjek penelitian ditentukan
secara purposive, yaitu pihak yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, meliputi pejabat
dan petugas Dinas Perhubungan Kota Batam, Satpol PP Kota Batam, unsur pengawas lapangan,
pelaku usaha dan juru parkir pada titik yang sering menjadi lokasi penertiban. Pemilihan informan
secara purposive dimaksudkan agar data yang diperoleh relevan dan mampu menjelaskan
persoalan dari sudut pandang kelembagaan maupun praktik lapangan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui
wawancara mendalam dengan informan kunci dan observasi lapangan pada titik-titik parkir yang
dipandang strategis atau rawan pelanggaran. Wawancara untuk menggali pemahaman mengenai
dasar kewenangan, prosedur penertiban, bentuk koordinasi antarinstansi, penggunaan diskresi
dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum administrasi. Observasi dilakukan untuk
melihat secara langsung pola parkir liar, tindakan penertiban dan interaksi antara aparat dengan
masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan
perundang-undangan, peraturan daerah, peraturan wali kota, standar operasional prosedur, berita
acara, laporan kegiatan dan dokumen yang relevan. Bahan hukum primer dan dokumen kebijakan
digunakan untuk menilai aspek legalitas, sedangkan dokumen operasional dipakai untuk membaca
konsistensi pelaksanaan kewenangan.

Teknik pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi dan
dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan langkah reduksi
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada empat aspek utama, yaitu
konstruksi kewenangan Dinas Perhubungan dan Satpol PP dalam penanganan parkir liar; bentuk
sinergi kelembagaan dalam pengawasan, penertiban dan tindak lanjut administratif; hambatan
normatif dan empiris yang memengaruhi efektivitas penegakan; kesesuaian tindakan dengan
prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas dan tertib administrasi. Peneliti menggunakan
triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan hasil dengan dokumen dan temuan
lapangan. Melalui metode ini, memperoleh gambaran bagaimana penegakan hukum administrasi
terhadap parkir liar di Kota Batam dan menawarkan konstruk akademik yang kuat mengenai
sinergi kewenangan antara Dinas Perhubungan dan Satpol PP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil penelitian ini disusun berdasarkan telaah terhadap Perda Kota Batam Nomor
1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perwako Batam Nomor 8 Tahun 2024
beserta perubahannya melalui Perwako Nomor 78 Tahun 2024, publikasi operasional Dinas
Perhubungan dan Satpol PP Kota Batam, serta literatur yang membahas parkir liar, penegakan
administrasi dan perilaku aparatur lapangan. Temuan penelitian tidak diarahkan untuk
membentuk statistik kuantitatif, melainkan memetakan konstruksi kewenangan, pola sinergi,
hambatan implementasi dan arah penguatan penegakan hukum administrasi terhadap parkir liar
di Kota Batam. Temuan menunjukkan penegakan parkir liar di Batam dibangun di atas struktur
kewenangan yang bersifat terbagi namun saling bergantung. Perda Kota Batam Nomor 1 Tahun
2024 dan Perwako Nomor 8 Tahun 2024 menempatkan urusan pelayanan parkir tepi jalan umum,
pemungutan retribusi, pengaturan operasional dan pembinaan layanan terutama dalam domain
Dinas Perhubungan. Satpol PP memperoleh dasar bertindak untuk melakukan penertiban terhadap
pelanggaran peraturan daerah dan tindakan yang mengganggu ketenteraman pengguna jalan.
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Dengan demikian, Dishub memegang fungsi pengaturan dan pelayanan, sedangkan Satpol
PP berperan sebagai instrumen penegakan administratif ketika pelanggaran telah bergeser menjadi
gangguan ketertiban, pungutan di luar ketentuan atau pengabaian terhadap jam operasional resmi.
Lihat Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan Kewenangan Administratif Dalam Penanganan Parkir Liar di Kota Batam

Aspek Dinas Perhubungan Satpol PP Makna Administratif
Mengelola layanan parkir, Menegakkan dan menjaga Kewenangan terbagi
titik parkir, pengawasan ketertiban umum ketika menurut fungsi
Dasar tugas . , .
tarifdan pembinaan pelanggaran mengganggu  layanan dan fungsi
operasional parkir resmi kepentingan publik penertiban.

Penertiban lapangan,

Intervensi bersifat
pendataan pelanggar,

Pendataan, pengawasan,

Fokus identifikasi pelaku, eskalatif setelah
. . . surat pernyataan dan . .
tindakan pembinaan dan evaluasi 2o . tahapan administratif
ancaman tipiring bagi .
pelayanan awal berjalan

pelanggaran

Praktik parkir liar,

pungutan di luar Objek yang sama

Titik parkir resmi, tarif, jam

Objek operasional, identitas juru dipotret dari dua
. . ketentuan, serta gangguan )
pengawasan parkir dan penerimaan sudut: pelayanan dan
oo ketenteraman pengguna .
retribusi . ketertiban
jalan
. . Data layanan tidak Penertiban berulang tanpa Repetisi pelanggaran
Risiko bila . i o
. . . bertransformasi menjadi ~ koreksi sistem pengelolaan dan lemahnya
tidak sinergis . : .
dasar penindakan. parkir kepastian prosedur

Secara normatif, pembagian kewenangan belum menunjukkan tumpang-tindih yang
eksplisit, tetapi pada tingkat implementasi terdapat kebutuhan kuat untuk menerjemahkan batas
kerja masing-masing instansi ke prosedur yang operasional. Dalam dokumen resmi Dishub,
layanan parkir diletakkan sebagai urusan yang berkaitan dengan pengelolaan titik parkir,
pengawasan tarif, identitas juru parkir dan kualitas pelayanan. Sebaliknya, Satpol PP menekankan
aspek penertiban, pendataan pelanggar, surat pernyataan dan ancaman sidang tipiring bagi
pelanggaran berulang. Perbedaan penekanan ini menunjukkan konstruksi kewenangan di Batam
bergerak dari logika layanan menuju logika penegakan, sehingga sinergi bukan hanya persoalan
koordinasi informal, melainkan kebutuhan administratif agar proses pengawasan, peringatan,
penertiban hingga tindak lanjut memiliki satu rantai yang utuh.

Temuan kedua yaitu pola sinergi razia dan pengawasan parkir dilakukan bersama Satpol PP
serta unsur lain. Data publikasi Satpol PP pada Oktober 2024 juga menunjukkan penertiban juru
parkir liar dilakukan secara terpadu dan dikaitkan langsung dengan ketentuan jam operasional
parkir resmi, yaitu pukul 06.00-22.00 WIB. Data ini menandakan sinergi antarlembaga dalam
kasus parkir liar di Batam berlangsung secara operasional, terutama pada fase pengawasan dan
penertiban. Akan tetapi, masih tampak kuat pada tahapan represif dan belum sepenuhnya
terdokumentasi sebagai mekanisme terpadu yang mengatur pembagian data, tindak lanjut hasil
operasi dan evaluasi pascapenertiban. Temuan ini penting karena karakter parkir liar di Batam
memperlihatkan gejala berulang. Di satu sisi, mendorong formalisasi pelayanan melalui identitas
resmi juru parkir dan pembayaran nontunai berbasis QRIS di 100 titik sejak 1 Januari 2026. Di sisi
lain, pemerintah daerah dan DPRD masih menyoroti adanya kebocoran penerimaan dan belum
optimalnya pengelolaan titik parkir. DPRD Kota Batam pada Juli 2025 mencatat realisasi retribusi
parkir tepi jalan baru mencapai Rp11,2 miliar dari estimasi potensi sekitar Rp70 miliar, serta
merekomendasikan audit menyeluruh. Sementara itu, Renja Dishub 2026 menyebut peluang
optimalisasi lebih dari 700 titik parkir melalui sistem yang lebih transparan dan modern.
Rangkaian fakta tersebut mengonfirmasi persoalan parkir liar di Batam bukan sekadar
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penyimpangan individual, melainkan persoalan tata kelola yang berhubungan dengan basis data,
pengawasan, pembinaan dan konsistensi penegakan.

Tabel 2. Pola Sinergi Operasional Dishub dan Satpol PP

Tahap Bentuk Sinergi yang Tampak  Sumber Indikasi Catatan Temuan
Pengawasan Dlshub~pengavyas_an layanan Publikasi Dishub Tahap ini dekat dengan
parkir dan menilai kepatuhan fungsi layanan dan
awal ) . Batam 2025
tarif serta operasional pencegahan
Operasi DlSth bekerja b(lar§ m;al Satpol Razia-] ur}LZOZS; Koordinasi berjalan pada fase
abungan PP dan unsur lain dalam penertiban- tindakan langsung,.
3 razia/penertiban lapangan. Oktober 2024
Pelanggar didata, diminta Ada indikasi bengzgunaan
o instrumen administratif,
Pendataan membuat pernyataan dan Publikasi Satpol .
N . tetapi belum tampak
pelanggar diperingatkan mengenai PP Batam
S terhubung dengan database
konsekuensi lanjutan b
ersama
o . . Reformasi sistem mulai
Tindak lanjut ‘l(\i/[odgrmsam lgyagar:imelalul Layanan Parkir tumbuh, namun belum
sistemik identitas resmi jukir dan QRIS Kota Batam seluruhnya terhubung
di 100 titik 2026

dengan hasil penertiban.

Temuan ketiga menunjukkan problem utama penegakan hukum administrasi terhadap
parkir liar terletak pada lemahnya jembatan antara fungsi pelayanan dan fungsi ketertiban.
Literatur parkir liar menegaskan penertiban cenderung bersifat insidental apabila diagnosis
masalah, tindakan dan pembagian kerja tidak dibangun secara koheren. Dalam konteks Batam,
kebutuhan operasi berulang di titik-titik strategis, keberlanjutan juru parkir di luar jam resmi dan
mengemukanya isu kebocoran retribusi. Artinya, tindakan administrasi belum sepenuhnya
berubah menjadi kepatuhan yang stabil. Penegakan masih bertumpu pada intervensi lapangan,
belum pada sistem deteksi dini pelanggaran dan integrasi data, pengawasan tarif, identifikasi
pelaku dan tindak lanjut administratif yang konsisten.

Temuan keempat memperlihatkan arah perbaikan sebenarnya telah tersedia, tetapi masih
terpencar dalam kebijakan dan praktik yang belum terintegrasi. Pembayaran QRIS, identitas resmi
juru parkir, penertiban terpadu dan dorongan audit atas pengelolaan retribusi memperlihatkan
adanya embrio reformasi administrasi parkir di Batam. Namun, indikator tersebut belum otomatis
membentuk model penegakan hukum administrasi yang utuh karena belum terlihat adanya satu
mekanisme bersama yang secara tegas mengatur: siapa melakukan verifikasi awal; siapa
menetapkan status pelanggaran administratif; kapan Satpol PP berperan sebagai penegak
ketertiban; bagaimana dokumentasi dibagikan; dan hasil penertiban dikembalikan menjadi bahan
pembinaan serta pembaruan basis data. Dengan kata lain, Batam telah memiliki instrumen
regulatif dan operasional dasar, tetapi belum memiliki desain integrasi tindakan penertiban
menghasilkan yang koreksi sistemik.

Tabel 3. Problem Pokok dalam Penegakan Hukum Administrasi terhadap Parkir Liar
Implikasi Hukum

Problem Indikasi di Batam Dampak Administrasi
Masih diperlukan Peneeakan belum
Ruang informal penertiban berulang Ketertiban bersifat & .
: . : menghasilkan
tetap bertahan terhadap juru parkir/parkir sementara K h bil
liar epatuhan stabi
Pendapatan daerah Pengawasan

Potensi kebocoran  Realisasi Rp11,2 miliar dari

retribusi estimasi potensi Rp70 miliar tidak optimal dan administratif belum

legitimasi terganggu  sepenuhnya efektif
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Basis data belum  Potensi lebih dari 700 titik Pengambilan Dokumentasi dan
menjadi sistem parkir masih perlu keputusan berisiko  evidensi administratif
penindakan dioptimalkan tidak seragam perlu diintegrasikan
Batas kewenangan Opgrqmlgabungan tgrongak N Koordinasi . Kgpasti(am prg_slc?dur
raktis belum crjalan, namun ergantung pada an a untabilitas
s I;nuhn A tertulis bersama tidak tampak secara kebiasaan tindakan perlu
p Y terbuka di sumber publik operasional diperkuat

Berdasarkan temuan tersebut, penegakan hukum administrasi terhadap parkir liar di Kota
Batam berjalan dalam tiga lapisan. Lapisan pertama adalah lapisan regulatif, yakni keberadaan
Perda dan Perwako yang memberi dasar hukum bagi layanan dan penertiban. Lapisan kedua
adalah lapisan operasional, yaitu Dishub, Satpol PP dan unsur pendukung dalam pengawasan serta
penindakan lapangan. Lapisan ketiga adalah lapisan tata kelola, yaitu kemampuan pemerintah
daerah untuk mengubah operasi menjadi sistem yang akuntabel, terdokumentasi dan berdampak
pada kepatuhan jangka menengah. Ketiga lapisan ini menegaskan inti parkir liar di Batam bukan
absennya kewenangan, melainkan belum optimalnya integrasi kewenangan. Oleh sebab itu, hasil
penelitian ini mengarah pada kesimpulan awal kualitas sinergi Dishub dan Satpol PP harus diukur
bukan hanya dari frekuensi operasi gabungan, tetapi sejauh mana operasi mampu menghasilkan
kepastian prosedur, keterlacakan tindakan dan penurunan ruang tata kelola parkir.

Tabel 4. Arah Penguatan Model Penegakan Hukum Administrasi di Batam
Output yang
Diharapkan

Komponen Kondisi Saat Ini Kebutuhan Penguatan

Tahapan verifikasi,
peringatan, penertiban
dan evaluasi perlu

Koordinasi operasional
SOP bersama sudah ada dan belum

Kepastian prosedur dan
pengurangan tumpang

terintegrasi ditetapkan tindih tindakan
Data titik, pelanggar Satu basw. o_lata yang Penegakan lebih presisi,
Database dan layanan belum memuat titik parkir, :
) . : S . NS terdokumentasi dan
terintegrasi terlihat terkonsolidasi identitas jukir, status ! .
X mudah dievaluasi
penuh kepatuhan dan riwayat
. . Penertiban dan Urutan tindakan Tindakan lebih adil,
Sistem eskalasi o dah  admini if verly lebih wur dan tidak
roporsional ancaman tipiring suda administratif perlu lebi teru ur dan fida
P digunakan keras mudah dipersoalkan
. Penertiban belum selalu Hasil operasi harus masuk Penurunan pelanggaran
Evaluasi . . . o
ASCAODErasi dibaca sebagai ke pembinaan, revisi titik berulang dan penguatan
P p pembelajaran sistem dan audit layanan tata kelola

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan kualitas penegakan tidak bergantung pada
keberanian melakukan penertiban, tetapi kemampuan membangun kesinambungan tindakan
setelah operasi selesai. Dalam konteks Batam, tindak lanjut administratif penting agar penertiban
tidak berhenti sebagai respons insidental. Pencatatan pelanggaran, pemetaan titik rawan, evaluasi
berulang serta kejelasan jalur koordinasi antara Dishub dan Satpol PP merupakan elemen yang
menentukan penanganan parkir liar dapat bergerak dari pola represif sesaat menuju tata kelola
yang lebih stabil, terukur dan berorientasi pada pencegahan. Temuan menunjukkan parkir liar di
Kota Batam lebih tepat dibaca sebagai problem penegakan hukum administrasi daripada sekadar
persoalan kedisiplinan lalu lintas. Pembacaan ini penting karena objek yang ditertibkan bukan
hanya kendaraan atau juru parkir yang melanggar, melainkan juga relasi kewenangan antarorgan
pemerintah dalam mengelola ruang publik, penerimaan daerah dan ketertiban umum. Dalam
kerangka hukum administrasi, tindakan pemerintah baru dapat dinilai sah apabila didasarkan
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pada kewenangan yang jelas, prosedur yang dapat ditelusuri dan tujuan yang sejalan dengan
kepentingan umum.

Oleh karena itu, keberadaan Perda Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024, Perwako Nomor 8
Tahun 2024, serta perubahan melalui Perwako Nomor 78 Tahun 2024 tidak cukup dipahami
sebagai dokumen legal formal;, regulasi tersebut harus diterjemahkan ke dalam pola kerja
antarlembaga yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari sudut itu, temuan mengenai
pembagian peran antara Dinas Perhubungan dan Satpol PP menunjukkan hubungan keduanya
bersifat komplementer, bukan kompetitif. Dishub berada pada garis depan pengaturan layanan,
pembinaan sistem parkir, pengawasan tarif dan pengelolaan titik parkir. Satpol PP masuk ketika
pelanggaran menjadi persoalan ketertiban umum atau pelanggaran terhadap norma administratif
yang memerlukan tindakan penertiban. Pola ini sejalan dengan logika collaborative governance
yang menekankan persoalan publik yang kompleks tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor
tunggal, tetapi memerlukan forum koordinatif, pembagian kerja dan pertukaran sumber daya yang
jelas (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012). Dalam konteks Batam, sinergi penting karena
parkir liar bukan hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi menimbulkan kebocoran
penerimaan dan menurunkan legitimasi pemerintah daerah dalam mengendalikan ruang publik.

Walaupun begitu, hasil penelitian memperlihatkan sinergi yang berlangsung masih
cenderung operasional dan belum institusional. Operasi gabungan Dishub dan Satpol PP memang
menunjukkan koordinasi di lapangan, tetapi koordinasi belum dikonversi menjadi mekanisme
administratif yang menghubungkan pengawasan, dokumentasi, tindak lanjut dan evaluasi dalam
satu siklus kebijakan. Dalam bahasa collaborative governance, Batam tampak telah memiliki unsur
joint action, tetapi belum sepenuhnya membangun shared system yang memungkinkan setiap aktor
bekerja dengan basis data, indikator dan prosedur korektif yang sama. Akibatnya, penertiban
mudah terlihat aktif secara kasatmata, tetapi belum tentu menghasilkan perubahan kepatuhan
yang berkelanjutan.

Temuan tersebut juga dijelaskan melalui teori street-level bureaucracy. Aparatur lapangan
tidak pernah bekerja secara mekanis, karena menghadapi tekanan situasional, keterbatasan sumber
daya dan tuntutan hasil yang cepat. Dalam kasus Batam, Dishub dan Satpol PP merespons titik
parkir yang beragam, pelanggaran berulang dan resistensi dari. Kondisi ini membuat keberhasilan
penegakan tidak hanya tergantung pada keberadaan aturan, tetapi pada bagaimana petugas
menafsirkan prioritas, menentukan toleransi dan memilih tindakan yang dianggap paling mungkin
dijalankan. Enforcement style menunjukkan variasi gaya penegakan dapat memengaruhi
kepatuhan, khususnya ketika target kebijakan merespons bukan hanya ancaman sanksi, tetapi
kepastian dan konsistensi pengawasan. Dengan kata lain, operasi penertiban yang rutin namun
tidak diikuti alur tindak lanjut yang tegas berisiko hanya memindahkan masalah, bukan
menguranginya secara nyata.

Dalam konteks inilah prinsip proporsionalitas menjadi penting. Penegakan terhadap parkir
liar tidak boleh diukur dari seberapa cepat pelanggar ditertibkan, tetapi dari langkah yang sesuai
dengan tujuan dan tidak berlebihan. Proporsionalitas sebagai budaya justifikasi dan kewajiban
negara untuk membuktikan setiap tindakan yang membatasi kepentingan warga memiliki alasan
yang rasional dan terukur. Pengujian proporsionalitas membantu menjaga agar tindakan negara
tidak melampaui kebutuhan normatifnya. Dalam kasus parkir liar di Batam, penertiban harus
dibangun secara bertahap: mulai dari identifikasi titik dan pelaku, verifikasi status legal, pemberian
peringatan, pembinaan atau pembetulan administratif, hingga tindakan koersif yang menimbulkan
gangguan serius. Jika tahapan ini tidak tertata, tindakan pemerintah akan mudah dinilai represif,
meskipun niat ditujukan untuk menjaga ketertiban.

Kebutuhan atas proporsionalitas juga terkait dengan batas antara domain pelayanan dan
domain penegakan. Dishub berkepentingan membangun kepatuhan melalui identitas resmi juru
parkir, pembayaran QRIS dan sistem yang lebih transparan. Satpol PP berkepentingan menjaga
ketertiban ketika ruang informal tetap bertahan dan mengganggu kepentingan umum. Bila dua
domain ini tidak disusun secara berjenjang, maka penegakan mudah terjebak dalam dua ekstrem:
terlalu lunak sehingga pelanggaran terus berulang, atau terlalu menekankan tindakan lapangan
tanpa menyentuh akar administratifnya. Karena itu, hasil penelitian ini mendukung pandangan
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penegakan hukum administrasi yang baik harus mampu menempatkan sanksi sebagai bagian dari
siklus koreksi, bukan sebagai satu-satunya wajah negara.

Temuan mengenai kebocoran retribusi dan besarnya potensi titik parkir juga
memperlihatkan parkir liar di Batam merupakan isu kapasitas tata kelola. Ketika DPRD menyoroti
realisasi retribusi yang jauh dari potensi, persoalan yang muncul bukan semata kurangnya operasi,
tetapi lemahnya sistem kontrol yang menghubungkan titik parkir, data pelaku, status izin,
pengawasan tarif dan tindak lanjut terhadap pelanggaran. Ketika sistem administrasi mulai
memakai perangkat digital, diskresi aparatur tidak hilang; ia bergerak ke ruang baru yang
membutuhkan kontrol, supervisi dan indikator kinerja yang lebih cermat. Modernisasi seperti QRIS
dan identitas resmi juru parkir penting, tetapi tidak akan efektif bila tidak diiringi basis data yang
terintegrasi serta prosedur pembaruan yang mengikat Dishub dan Satpol PP secara simultan.

Dengan demikian, hasil tidak berhenti pada deskripsi adanya kerja sama dua instansi, tetapi
menegaskan efektivitas penegakan hukum administrasi ditentukan oleh derajat institusionalisasi
sinergi tersebut. Semakin jelas pembagian peran, prosedur kerja, dokumentasi tindakan dan
mekanisme evaluasi bersama, semakin kecil kemungkinan penertiban terjebak pada pola reaktif
dan semakin besar peluang lahirnya kepatuhan yang berkelanjutan di ruang publik Batam.

Pembahasan ini mengarah pada tiga penegasan. Pertama, penegakan hukum administrasi
terhadap parkir liar di Batam harus dipahami sebagai kerja kolaboratif yang menuntut pembagian
kewenangan yang jelas namun tetap terhubung. Kedua, efektivitas penegakan ditentukan bukan
hanya oleh operasi gabungan, tetapi oleh kemampuan pemerintah daerah mengubah operasi
tersebut menjadi sistem dokumentasi, pengawasan dan evaluasi yang berulang secara konsisten.
Ketiga, legalitas tindakan harus selalu dibaca bersama proporsionalitas; tindakan sah secara formal
belum tentu adil secara material apabila tidak dibangun dalam tahapan yang dapat dibenarkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan penegakan hukum administrasi terhadap parkir liar di Kota
Batam tidak dapat diposisikan semata sebagai urusan teknis lalu lintas, melainkan sebagai
persoalan tata kelola kewenangan daerah. Keberadaan Perda Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024,
Perwako Nomor 8 Tahun 2024 dan Perwako Nomor 78 Tahun 2024 telah memberikan dasar
normatif yang cukup bagi pengaturan pelayanan parkir dan tindakan penertiban. Namun, temuan
penelitian menegaskan efektivitas aturan tersebut sangat bergantung pada kualitas sinergi antara
Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Artinya, masalah di Batam bukan terletak pada ketiadaan dasar
hukum, tetapi belum optimalnya integrasi kewenangan antara fungsi pelayanan, pengawasan dan
penegakan ketertiban. Hasil penelitian memperlihatkan Dinas Perhubungan memiliki posisi sentral
dalam pengelolaan layanan parkir, pengawasan titik, penataan tarif dan pembinaan sistem parkir
resmi, sedangkan Satpol PP berperan ketika pelanggaran telah bergeser menjadi gangguan
ketertiban umum dan membutuhkan tindakan penertiban administratif. Hubungan ini bersifat
saling melengkapi. Akan tetapi, sinergi yang terbentuk masih lebih tampak sebagai koordinasi
operasional di lapangan dibandingkan sebagai sistem administrasi terpadu yang mampu
menghubungkan pendataan, verifikasi, pembinaan, penindakan dan evaluasi. Konsekuensinya,
penertiban parkir liar masih berisiko bersifat repetitif, karena tindakan lapangan belum selalu
diikuti koreksi sistemik terhadap tata kelola titik parkir, identifikasi pelaku, serta pengawasan tarif
dan retribusi.

Penelitian ini menegaskan pentingnya membaca penertiban parkir liar melalui prinsip
legalitas dan proporsionalitas. Legalitas memastikan setiap tindakan pemerintah memiliki dasar
kewenangan yang jelas, sedangkan proporsionalitas mengharuskan agar tindakan tersebut
ditempuh secara bertahap, rasional dan tidak berlebihan. Dalam kasus Batam, pendekatan bukan
hanya penegakan yang menonjolkan tindakan represif, melainkan penegakan hukum administrasi
yang berjenjang hingga tindakan koersif yang dapat mengganggu kepentingan umum secara
nyata. Pola ini memungkinkan penertiban tidak hanya menghasilkan ketertiban sesaat, tetapi
membangun kepatuhan yang lebih stabil. Pada akhirnya, kesimpulan penelitian ini mengarah pada
satu penegasan utama, yakni persoalan parkir liar di Batam menuntut desain penegakan hukum
administrasi yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga konsisten dalam pelaksanaan dan
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sensitif terhadap kebutuhan tata kelola kota modern. Ketika penertiban diposisikan sebagai bagian
dari sistem pengelolaan ruang publik, maka keberhasilan tidak lagi diukur dari banyaknya
pelanggar yang ditindak, melainkan dari kemampuan pemerintah daerah membangun kepatuhan,
mengurangi kebocoran dan menghadirkan ketertiban yang berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan empat aspek.
Pertama, penyusunan SOP bersama antara Dinas Perhubungan dan Satpol PP yang secara eksplisit
membagi tahapan kerja, indikator pelanggaran, bentuk bukti administratif dan mekanisme eskalasi
tindakan. Kedua, pembangunan basis data parkir terintegrasi yang memuat titik parkir resmi,
identitas juru parkir, status kepatuhan, riwayat pelanggaran dan hasil penertiban sebagai dasar
pengambilan keputusan bersama. Ketiga, pengembangan mekanisme evaluasi pascapenertiban
agar setiap operasi tidak berhenti pada penindakan, tetapi menjadi bahan pembinaan dan
perbaikan sistem. Keempat, penguatan transparansi layanan parkir resmi, termasuk identitas
petugas, tarif, jam operasional dan kanal pengaduan, agar ruang informal dapat dipersempit dari
sisi administratif maupun sosial. Dengan demikian, penegakan hukum administrasi terhadap
parkir liar di Kota Batam hanya efektif apabila sinergi kewenangan Dishub dan Satpol PP dibangun
sebagai sistem yang terstruktur, terdokumentasi dan akuntabel. Ke depan, kualitas penegakan tidak
cukup diukur dari banyaknya operasi gabungan, tetapi dari kemampuan menurunkan
pelanggaran berulang, memperkuat kepastian prosedur dan mengubah ruang parkir dari arena
informal menjadi layanan publik yang sah, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
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